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 JAKARTA – Zain, operator telekomunakasi asal 
Arab Saudi, didorong agar mengurus perizinannya 
terlebih dahulu kepada pemerintah sebelum menjual 
kartu perdana selulernya di wilayah Republik 
Indonesia (RI). Hal ini perlu dilakukan supaya kegiatan 
Zain tidak berbenturan dengan aturan yang ada, 
merugikan negara, dan konsumen di Indonesia. 

Komisioner Ombudsman RI Alam-
syah Saragih mengatakan, jumlah 
jamaah haji yang mencapai 221 ribu 
orang setiap tahun membuat banyak 
pihak tertarik untuk menggarap bis-
nis tersebut, tak terkecuali operator 
telekomunikasi asal Arab Saudi, Zain. 
Demi mendapat fulus yang menggiur-
kan, Zain rela menempuh perjalanan 
ribuan kilometer untuk membuka 
booth dan berjualan layanan telekomu-
nikasi bagi jamaah haji asal Indonesia 
sebelum berangkat ke Tanah Suci, 
Arab Saudi.

Namun, aktivitas penjualan layanan 
telekomunikasi oleh Zain bagi jamaah 
asal Indnesia yang akan beribadah 
haji memiliki implikasi yang luas. 
Sebab, kegiatan Zain menjual layanan 
telekomunikasinya berpotensi mengu-
rangi pajak dan pendapatan lain bagi 
negara RI. Selain itu, kualitas layanan 
telekomunikasi yang dijanjikan Zain 
kepada jamaah haji juga harus menjadi 
perhatian pemerintah.

Alamsyah pun mewanti-wanti 
pemerintah agar masuknya dan beru-
sahanya Zain di Indonesia jangan 
sampai mengorbankan kepentingan 
nasional yang lebih besar. Pemerintah 
diminta mendalami aktivitas usaha 
Zain di Indonesia. Pemerintah perlu 
mempertimbangkan antara potensi 
kehilangan pendapatan di satu sisi dan 
manfaat bagi masyarakat di sisi lain, 
apakah masih proporsional, ataukah 
tidak.

“Apakah dia (Zain) sudah berizin di 
Indonesia, memiliki SIUP (Surat Izin 
Usaha Perdagangan), serta memenuhi 
seluruh regulasi dan kewajiban yang 

diamanahkan di dalam perundang-
undangan. Jika Zain memenuhi semua 
kewajiban sesuai dengan yang diaman-
ahkan di undang-undang, kepentingan 
nasional tak ada yang dikorbankan,” 
terang Alamsyah, dalam keterangan-
nya, Senin (22/7).

Heru Sutadi, mantan komisioner 
Badan Regulasi Telekomunikasi 
(BRTI), pun ikut angkat bicara terkait 
Zain yang membuka layanan penjua-
lan kartu perdananya (SIM card) di 
Indonesia. Menurut dia, semua pihak 
yang ingin berusaha di Indonesia se-
harusnya telah memiliki izin. Apalagi, 
industri telekomunikasi di Indonesia 
masih menganut rezim perizinan.

“Jadi, siapa pun yang ingin berjua-
lan di Indonesia harus memiliki izin, 
tak terkecuali Zain. Mereka sebelum 
berjualan seharusnya mengantungi 
izin baik itu dari Kemenkominfo 
(Kementerian Komunikasi dan Infor-
matika), BRTI, maupun Kementerian 
Perdagangan,” terang Heru.

Zain sebagai operator telekomuni-
kasi asing yang menjual layanannya 
di Indonesia berpotensi melanggar 
UU 36 tahun 1999 tentang Telekomu-
nikasi. Pasal 1 butir 12 UU 36/1999 
menyebutkan bahwa penyelenggaraan 
telekomunikasi adalah kegiatan penye-
diaan dan pelayanan telekomunikasi, 
sehingga memungkinkan terseleng-
garanya telekomunikasi. Karena 
itu, penjualan kartu perdana Zain di 
Indonesia merupakan bagian dari me-
dia, atau alat dalam penyelenggaraan 
telekomunikasi. 

Pasal pasal 4 UU yang sama juga 
menyatakan bahwa telekomunikasi 

dikuasai oleh negara dan pembi-
naannya dilakukan oleh pemerintah, 
dalam hal ini Kemenkominfo. Pen-
jualan kartu perdana operator luar 
negeri, Zain, di wilayah Indonesia 
tanpa penindakan yang tegas dari 
Kemenkominfo akan menghilangkan 
kedaulatan pemerintah atas wewenang 
yang dimilikinya untuk menegakkan 
pengaturan, pembinaan, pengawasan, 
dan pengendalian dalam penyeleng-
garaan telekomunikasi di Indonesia.

Kegiatan perdagangan yang dilaku-
kan Zain juga diduga tidak memiliki 
SIUP. Sementara itu, pasal 24 UU No 
7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
menyebutkan, pelaku usaha yang mel-
akukan kegiatan usaha perdagangan 
wajib memiliki perizinan perdagangan. 

Lebih lanjut lagi, pasal 2 ayat (1) 
Keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan 289/MPP/Kep/10/2001 
tentang Ketentuan Standar Pemberian 
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

menyatakan bahwa setiap perusahaan 
yang menjalankan kegiatan usaha 
perdagangan wajib memperoleh SIUP.

Kegiatan Zain
Seperti kita ketahui bersama, Zain, 

operator telekomunikasi asal Saudi 
Arabia, telah membuka stan un-
tuk menjual SIM card kepada calon 
jamaah haji Indonesia. Para tenaga 
penjualan Zain menawarkan paket data 
yang sangat murah kepada petugas 
dan jamaah haji Indonesia. Hanya 
dengan membayar Rp 150 ribu, jamaah 
dan petugas haji Indonesia bisa men-
dapatkan kuota data 5 giga byte (GB), 
50 menit bertelepon, serta unlimited 
terima telepon tanpa batas.

Menurut Heru, izin dari regulator 
telekomunikasi mutlak dimiliki oleh 
Zain. Meskipun SIM card dan layanan-
nya hanya bisa dipergunakan di Arab 
Saudi, Zain dinilainya mutlak untuk 
memiliki izin dari regulator teleko-

munikasi di Tanah Air. Sebab, mereka 
menjual di Indonesia dan menyeleng-
garakan layanan telekomunikasi bagi 
masyarakat yang akan beribadah haji.

“Sekarang, tugas pemerintah dan 
regulator untuk menyelidiki apakah 
Zain memiliki izin, atau tidak. Jika 
tidak, pemerintah dan regulator harus 
bertindak tegas untuk menghentikan 
layanan penjualan Zain di Indonesia. 
Zain seharusnya kulonuwun dahulu 
dengan regulator di Indonesia,” papar 
Heru.

Heru pun mendesak agar BRTI 
dan Kemenkominfo segera meman-
ggil Zain untuk dimintai keterangan 
seputar kegiatan dan izin yang di-
kantonginya agar penjualan layanan 
telekomunikasinya tidak menjadi 
polemik berkepanjangan. 

Salah satu tugas BRTI adalah mel-
akukan pembinaan serta pengawasan 
dalam bisnis telekomunikasi. Karena 
itu, dengan tugas yang melekat pada 

dirinya, BRTI wajib memanggil Zain 
untuk dimintai keterangan.

“Semua layanan telekomunikasi 
yang dijual di Indonesia harus berizin, 
sehingga BRTI harus memanggil 
Zain. Sebagai pemain, apalagi operator 
asing yang berusaha di Indonesia, Zain 
tak bisa sembarangan menyimpulkan 
sendiri bahwa dalam menjalankan 
usahanya bisa tanpa izin. Mereka 
harus bertanya kepada regulator. Jika 
ada pelanggaran, sanksi administratif 
maupun pidana bisa dijatuhkan,” 
terangnya. 

Meskipun kartu perdana Zain hanya 
bisa dipergunakan di Arab Saudi, na-
mun karena dijual di Indonesia, menu-
rut Heru, sudah sewajarnya mereka 
diperlakukan layaknya penyeleng-
garaan jasa telekomunikasi di Tanah 
Air. Jika ingin menjual layanannya 
di Indonesia, Zain bisa bekerja sama 
dengan salah satu penyelenggara jasa 
telekomunikasi di Indonesia.

Kejahatan 
Penumpang Fiktif 
Ojek Daring
Seorang pelaku 
menunjukkan order 
fiktif kasus kejahatan 
penumpang fiktif ojek 
daring saat jumpa pers 
di Mapolres Tangerang 
Selatan, Serpong, Banten, 
Senin (22/7/2019). Polisi 
berhasil menangkap 
delapan orang pelaku 
kejahatan yang merupakan 
satu komplotan yang biasa 
beroperasi di kawasan 
Serpong dan sekitarnya. 
Selama tiga bulan terakhir, 
komplotan tersebut telah 
berhasil mendapatkan uang 
sebesar Rp500 juta dari 
perusahaan GO JEK. 
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S.E & O
Direksi

ASET 
ASET LANCAR   
 Kas dan setara kas   4.559.254 5.942.954 
 Investasi jangka pendek  143.187  143.824 
 Piutang lain-lain - neto  6.352.289  5.550.282 
 Persediaan  52.065  40.949 
 Biaya dibayar di muka - neto  84.701  55.733 
 Pajak dibayar di muka  134.798 80.114  

TOTAL ASET LANCAR  11.326.293  11.813.856  
    
 

    
ASET TIDAK LANCAR   
 Piutang lain-lain  1.262.833  1.221.032 
 Dana ditetapkan penggunaannya   1.171.502  873.870 
 Aset pajak tangguhan - neto  125.954  11.387 
 Investasi pada entitas asosiasi dan ventura
  bersama - neto  3.474.981  3.160.400 
 Aset tetap - neto  748.694  754.806 
 Properti investasi - neto  403.379  303.356 
 Aset takberwujud - neto  
  Hak pengusahaan jalan tol 70.249.243  62.247.988
  Lainnya  62.357  1.205.042 
 Goodwill  41.849  41.849 
 Aset keuangan lainnya  - neto  66.665  66.665 
 Aset tidak lancar lainnya - neto  736.860  718.350  

TOTAL ASET TIDAK LANCAR  78.344.317  70.604.744  

     
    
 
    
 
    
 
   
    
 

TOTAL ASET 89.670.610  82.418.601 

LIABILITAS DAN EKUITAS   
LIABILITAS JANGKA PENDEK    
 Utang usaha  98.311  321.811 
 Utang kontraktor  829.531  1.098.460 
 Utang pajak  419.629  365.686 
 Liabilitas keuangan lainnya 691.521  672.382 
 Beban akrual 25.492.354  19.598.305 
 Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 77.622  246.663 
 Utang bank 1.427.041  2.347.571 
 Liabilitas jangka panjang yang
  jatuh tempo dalam satu tahun     
  Utang bank  3.859.304  3.063.767 
  Utang lembaga keuangan
   bukan bank 4.000  4.000
  Utang obligasi 1.000.000  1.000.000 
  Liabilitas pembebasan tanah 1.588.542  1.622.186 
  Utang sewa pembiayaan 7.150  5.116 
  Provisi pelapisan jalan tol 443.199  320.958 
  Pendapatan ditangguhkan  438.001  414.570  
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK  36.376.204  31.081.475  
LIABILITAS JANGKA PANJANG    
Liabilitas pajak tangguhan   1.001.252  856.796 
Utang kontraktor jangka panjang 266.945  266.024 
Beban akrual jangka panjang  1.046.811  1.211.003 
Liabilitas jangka panjang-setelah dikurangi
 bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun     
 Utang bank   19.506.799  18.890.941 
 Utang lembaga keuangan bukan bank  1.186.177  1.185.793 
 Utang obligasi  6.459.484  6.447.434 
 Liabilitas kerjasama operasi  820  820 
 Liabilitas pembebasan tanah  109.008  109.008 
 Utang sewa pembiayaan  4.581  9.461 
 Provisi pelapisan jalan tol 334.437  264.715 
Pendapatan ditangguhkan  1.053.086  1.217.608 
Liabilitas jangka panjang lainnya 340.597  39.443 
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 615.906  639.093  

TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG  31.925.904  31.138.140 

TOTAL LIABILITAS  68.302.108  62.219.615  

EKUITAS    
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan
 kepada Pemilik Entitas Induk  
 Modal saham - nilai nominal Rp 500    
  (rupiah penuh) per saham    
  Modal dasar 19.040.000.000 saham     
  Modal ditempatkan dan disetor    
  penuh - 1 saham seri A Dwiwarna    
  dan 7.257.871.199 saham seri B  3.628.936  3.628.936 
 Tambahan modal disetor - neto  3.997.085  3.997.085 
 Selisih atas transaksi entitas nonpengendali  8.818  8.818 
 Saldo laba  10.616.782  9.887.378 
 Penghasilan komprehensif lain:    
  Keuntungan yang belum direalisasi
   dari efek tersedia untuk dijual  8.179  8.512 
  Pengukuran kembali liabilitas imbalan
   kerja jangka panjang  (599.806 )  (622.224 )
Ekuitas Neto yang Dapat
 Diatribusikan kepada
  Pemilik Entitas Induk  17.659.994  16.908.505  
  Kepentingan Non Pengendali   3.708.508  3.290.481  
TOTAL EKUITAS   21.368.502  20.198.986  
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS  89.670.610  82.418.601 
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LAPORAN KEUANGAN
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA

DEWAN KOMISARIS DIREKSI

PENDAPATAN      
Pendapatan tol dan usaha lainnya 5.156.065   4.789.702 
Pendapatan konstruksi 8.676.903   13.870.927  
Total   13.832.969  18.660.629 
BEBAN PENDAPATAN     
Beban tol dan usaha lainnya  (2.106.546 )   (1.999.178 )
Beban konstruksi  (8.626.666 )   (13.776.993 )
Total   (10.733.212 )  (15.776.171 )
LABA BRUTO    3.099.757   2.884.457   
Penghasilan lain-lain 206.701  27.307 
Penghasilan keuangan 208.320   200.015
Keuntungan dari pelepasan investasi 111.182   - 
Beban umum dan administrasi  (657.783 )   (623.350 )
Beban lain-lain  (180.906 )   (65.562 )
Beban pajak atas penghasilan keuangan  (30.543 )   (24.920 )
LABA USAHA  2.756.729  2.397.949  
Biaya keuangan - neto  (1.094.263 )   (954.577 )
Bagian atas rugi neto entitas asosiasi  (150.747 )   (112.742 )
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN  1.511.719  1.330.629  
BEBAN PAJAK PENGHASILAN     
 Kini  (451.536 )   (312.698 )
 Tangguhan (42.518 )   (47.502 )
TOTAL BEBAN PAJAK PENGHASILAN  (494.055 )  (360.201 )
LABA TAHUN BERJALAN  1.017.664  970.429 
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN
Pos-pos yang tidak akan
	 direklasifikasi	ke	laba	rugi
 periode berikutnya 
 Laba (rugi) aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang  22.418   (104.895 )
Pos-pos	yang	akan	direklasifikasi	ke	laba	rugi
 periode berikutnya     
 Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari efek
  tersedia untuk dijual  (333 )  3.521 
BEBAN KOMPREHENSIF LAIN
 TAHUN BERJALAN 22.085  (101.375 )
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF
 TAHUN BERJALAN 1.039.749  869.054  
Total penghasilan komprehensif tahun
 berjalan yang dapat diatribusikan kepada:     
  Pemilik entitas induk 1.081.879  944.246 
  Kepentingan nonpengendali (42.129 )   (75.192 )
TOTAL  1.039.749  869.054  
Laba tahun berjalan yang dapat
 diatribusikan kepada:
  Pemilik entitas induk 1.059.794  1.045.620 
  Kepentingan nonpengendali (42.129 )  (75.192 )
TOTAL  1.017.664  970.429  

LABA PER SAHAM (RUPIAH PENUH)   146,02   144,07 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI     
 Penerimaan kas dari pendapatan tol  4.745.726   4.933.668 
 Penerimaan kas dari pendapatan lainnya 461.016   648.501 
 Pembayaran kepada pemasok  (1.057.685 )  (1.511.069 )
 Pembayaran kepada karyawan (1.072.179 )  (1.013.916 )
 Pembayaran biaya pelapisan ulang (117.449 )   (95.835 )

 Kas neto diperoleh dari operasi  2.959.429  2.961.350  
 
 Penerimaan bunga  177.777  262.514 
 Pembayaran bunga    (1.051.449 )   (972.848 )
 Pembayaran pajak  (595.944 )   (718.016 )

 Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 1.489.814  1.533.000  

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI     
 Penambahan hak pengusahaan jalan tol dan aset takberwujud lainnya (4.731.973 )   (5.732.812 )
 Pelepasan (penambahan) investasi jangka panjang - neto 479.886  (43.300 ) 
     Penambahan aset tetap dan properti investasi  (93.912 )   (42.721 )
     Penambahan piutang talangan tanah kepada Pemerintah  783.119  (1.132.571 ) 

 Kas Neto Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi  (3.562.880 )  (6.951.404 )

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN     
 Penerimaan liabilitas jangka panjang:     
  Utang bank  2.843.545   2.514.869 
  Utang lembaga keuangan bukan bank  -   3.206.509 
 Penerimaan dari penerbitan saham di entitas anak oleh pihak nonpengendali 676.125  897.161 
 Pencairan (penempatan) dana ditetapkan penggunaannya - neto  (297.632 )  257.559
 Pembayaran dividen (330.390 )   (440.051 )
 Pembayaran liabilitas jangka panjang:     
  Utang bank  (2.352.680 ) (2.784.471 )
  Utang obligasi  -  (62.897 )
  Utang lembaga keuangan bukan bank -  (1.885.851 )
 Penerimaan pinjaman dari pemegang saham minoritas 211.510  - 
 Penerimaan (pembayaran) liabilitas pembebasan tanah  (33.644 ) 1.418.769 

 Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 716.834  3.121.597  

KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS  (1.356.232 )  (2.296.807 )
Kas Dan Setara Kas Dari Entitas  Anak yang didekonsolidasikan (27.468 )  -

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN  5.942.954  6.873.021  

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN  4.559.254  4.576.214  

Catatan:
1 Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (“Perusahaan”) dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2019 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang disusun oleh manajemen Perusahaan.
2. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan atau sebanyak 7.257.871.200 lembar saham pada tahun 2019.

ENTITAS ANAK DAN VENTURA BERSAMA PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
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